
bahwa untuk mel .. aksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (5) 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan 
Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018. 
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang 

Pernbentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa 
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia - 
TahL111 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5396); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 . Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah . beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

3. Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4573); · 

~ 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor . 21 
Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Fengelolaan Keuangan Daerah; 9' 
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Pasal2 
(1) Maksud ditetapkannya Pedoman Penyusuan RKA-SKPD adalah sebagai 

pedoman bagi Perangkat dalam rnenyusun rencana kerja dan anggaran 
berdasarkan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran 
Sementara yang telah disepakati bersama antara Pernerintah Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

(2) Pedoman Penyusunan RKA-SKPD ini ditetapkan dengan tujuan agar 
penyusunan RKA-SKPD tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal 
yang tel ah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, ef ektif dan 
efisien, partisipatif, inovatif, transparan dan akuntabel sehingga 

• 
Bagian Kedua 

Maksud dan Tujuan 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Malaka; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malaka; 
3. Bupati adalah Bupati Malaka; 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka selaku 

Koordinaroe Pengelola Keuangan Daerah; 
• 5. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan 
penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja untuk 
_masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk: 
tahun yang direncanakan, dirinci sarnpai dengan rincian obyek 

. pendapatan, dan rincian obyek belanja, dan pembiayaan serta perkiraan 
maju untuk tahun berikutnya serta memuat informasi tentang urusan 
pemerintah daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan 
dicapai dari program dan kegiatan, sebagai dasar Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemeritah Daerah yang dibahas 
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah, 

. . .' 
• 

; . Bagian Kesatu 
Pengertian .. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN: 
l , 
PERATURAN BUPATI TE.NTANG PEDOMAN PENYUSUNAN 
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA 
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 

Menetapkan : 

5. Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nornor 33 Tahun 2017 
tentang Pedornan Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. 

-== .s; ., 

.... . •' 
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BERITA DAERAH KABUPATEN MALAKA TAHUN 2017 NOMOR ... 
'--. 

DONATUS BERE 

· SEKJ.<.ETARIS DAERAH KABUPATEN MALAKA, 

Diundangkan di Betun 
pada tanggal ... 2017 

STEFANUS BRIA SERAN 

.. 

Ditetapkan diBetun 
pada tanggal 1 Agustus 201 7 

Pasal4 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malaka.J" 

BAB II 
KETENTUAN PENUTUP 

1n1. 
• • 

l Pasal3 
(I) Pedoman Penyusunan Rl<A-Sl(PD Tahun Anggaran 2018 meliputi: 

a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan 
Pemerintah Pusat; 

b. Prinsip Penyusunan APBD; 
c. Kebijakan Penyusunan APBD; 
d. Teknis Penyusunan RKA-SKPD. 

(2) Uraian lebih lanjut tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Tahun 
Anggaran 2018 · sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalarn 
Larnpiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati . 

memudahkan masyarakat untuk mengctahui dan mendapatkan akses 
inforrnasi seluas-luasnya ten tang APBD. 

Bagian Ketiga 
Ruang Lirigktrp 

- 
.~. 

- • 
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Pemerintah Provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 

Mal aka yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2018 dan RKPD Provinsi NTT 

Tahun 2018. 

Dalarn Rencana Kerja Pernerintah Tahun 2018 dijelaskan bahwa RKP Tahun 2018 merupakan 
penjabaran tahun keempat dari Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

2015-2019 dan juga merupakan upaya dalam rnenjaga kesinambungan pembangunan yang 

terencana dan sistcmatis sertu d iluksauukan baik masing-rnasing maupun seluruh komponen 

bungsu dcngan 111l!111,111t't1,1tk~111 berbugui sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, 
efektif, dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkutkan kualitas hidup manusia dan 

masyarakat secara berkelanj utan. Terna Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 adalah 
"Mernacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan 

• 
Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas", dengan sasaran yang harus dicapai pada tahun 2018 

adalah: 
1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6 persen sampai dengan 5,89 persen; 

. 2. Angka Kemiskinan sebesar 20,36 persen • 

3. Tingkat Pengangguran sebesar 2,20 persen 

4. Inflasi sebesar 2,48 persen sampai dengan 4, 1 persen; 

5. Indeks Gini sebesar 0,34 persen. 
Pemerintah Kabupaten Malaka harus mendukung tercapainya sasaran dan bidang-bidang 

pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan leondisi daerah, mengingat keberhasilan 

pencapaian sasaran dan bidang-bidang pernbangunan nasional sangat tergantung pada 
sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Kabupaten Malaka dengan Pemerintah Pusat dan 

.. 

. 
I. SINKRONISASI KEBIJAI<AN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEBIJAKAN 

PE.MERINT AH. PUSA T. 

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGOAAAN 
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANOGARAN 2018 

l . ... , 

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALAKA 
NOMOR 31 TAHUN 2017 
TANGGAL 01 AGUSTUS 2017 

·~ 
• 

• , • • • - -.# 
• • 

• 

• 
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- Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada 
akun pendapatan, kelornpok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek 
Bunga atau jasa giro Dana cadangan, rincian obyek Bunga atau jasa giro 
dana cadangan sesuai peruntukannya, 

- Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum 

menerapkan PPK-BLUD, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok 

PAD, jenis lain-lain PAD yang sah, obyek dana kapitasi pada FKTP, 
rincian obyek dana kapitasi pada FKTP berkenaan.J I 

. . 

• 

penyertaan modal atau investasi daerah lainnya, dengan memperhitungkan 
• 

nilai kekayaan daerah yang dipisahkan baik dalam bentuk uang maupun 

barang sebagai penyertaan modal (investasi daerah) sesuai dengan tujuan 
penyertaan modal tersebut. 

Penganggaran Lain-Lain P,\D Yang Sah: g. 

.~ 

menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah 

(PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan 

PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa 
Urnum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan. 

f. Rasionalisasi basil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas 

• pemerintah. · 1•1 

e. Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) atau U11it Kerja pada SKPD yang belum 
• 

., 
ketiga dalam rangka optimalisasi peningkatan PAD termasuk tanah-tanah/ 
bangunan milik Pe1nerintah/hasil pernbongkaran dari rehabilitasi gedung 

dan retribusi deerah, rasionalisasi Pajak Daerah clan Retribusi Daerah serta 
menlngkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pemungutan 
Pendapatan Asli Daerah yang diikuti dengan peningkatan kualitas, 
kernudahan, ketepatan dan keccpatan pelayanan, 

d. Setiap SK.PD agar rnendayagunakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan 

dan belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak 

• 



• 

'- . • 

2) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan 

sesuai Peraturan Presiden rnengenai Rincian APBN Tahun Auggaran 2018 

atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT rnenurut 

provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018, dan dengan 
memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan selama 3 (tiga) tahun 
terakhir. Dalam ha! Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 
Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian 
DBH-CHT menurut propinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018 
ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang 

APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus 
menyesuaikan alokasi DBH-CI-IT dimaksud dengan terlebih dahulu 
melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 
Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan· DPRDJ 

4 

25 dan Prisa! 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) 
dan Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian 

•• 
• APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai 

alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2018 dan dengan Memperhatikan 
perkembangan realisasi pendapatan DBH Pajak selama 3 (tiga) tahun 
terakhir. 

• 

2. DA.NA PERIMBANGAN 

a. Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) 

1) Untuk penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari DBH-Pajak 
Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, 

; 

dan DBH Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh pasal 
• 

·- 
obyck dan rinciun obyek sesuai kode rekcning berkenaan . . 

- Pendapatan dari pcngembalian dianggarkan pada akun pendapatan 
kelompok PAD, Jcnis lain-lain PAD yang sah dan diuraikan kedalam ,,, 

• 

- Pendapatan ates denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pad.a 
akun pendapatan, kelompok PAD, Jenis lain-lain PAD yang sah dan 
diuraikan kedalarn obyek .dan rincian obyek sesuai kode rekening 
berkenaan. 
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. Untuk penganggaran Dana Alokasi Umurn (DAU) dialokasikan sesuai 

dengan Peraturan Presiden tentang Ri11cia11 APBN Tahun Anggaran 2018. 

Dalam hal Peraturan Presiden tersebut belurn ditetapkan, maka penganggaran 

DAU Tahun Anggaran 2018 didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 

2017. Apabila Peraturan Presiden diterbitkan setelah peraturan daerah tentang 

APBD Tahun Anggaran 2018. ditetapkan, maka pemerintah daerah harus 

menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang 

perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi 

pernerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 
2018. ~ 

• b. Penganggaran Da11a Alokasi U111t1n1 (DAU) 
• 

untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan 
APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi 

Pernerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun 
Anggaran 2018. Penggunaan DBH-CHT diarahkan untuk meningkatkan 
kualitas bahan · baku, pernbinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, 
sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena 

'~, . 

cukai palsu . 
. 

3) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri 

dari DBH-Kel1uta11an, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH­ 
Perikanan, DBH-Mi11yak Bu111i, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan 

panas Bumi dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian 

APBN Tahun 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi 
DBH-SDA Tal1u11 Anggaran 2018. Dalam hal Peraturan Presiden 
mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri 

Keuangan rnengeni Alokasi DBH-SDA diluar Dana Reboisasi yang 
mcrupakun bagian dari DBH-Ke11L1ta11n11 ditetapkan dan/atau terdapat 
pcrubuhan sctcluh pcruturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 
ditetapkan, Pernerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA 
dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun 

. 
Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah daerah 

yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 .. 

• 

• 

1 
- 

I I 

ti(. 
I 

• 

• 

• 
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• · . 
• 

' • 

, 

• 

• 

. 
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• 

I 

• 

b. 

a. Pendapatan Hibah Dana BOS yang diterima langsung oleh Satuan Pendidikan 

Negeri dialokasikan pada APB]2 Tahun Anggaran 2018, mekanisme 

pencatatan dan JJC11gesal1a11 dan pengesahan Dana BOS dimaksud 

dianggarkun pada Saluan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun 
• . . . 

Pendupatan. Kelornppok Lain-lain pendapatan Daerah . y;ng Sah, Jenis 

Hibah, obyek hibah Dana BOS, rincian obyek hibah Dana BOS masing­ 
masing Satuan Pendidikan Negeri sesuai kode rekening berkenaan. 

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari bagi hasil pajak 
daerah yang diterima dari pemerintah propinsi didasarkan pada alokasi 
belanja bagi hasil pajak daerah dari pemerintah propinsi Tahun .Anggara~ 
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- 

• 

Penganggaran pendapatan daerah yang. bersumber dari lain-lain Pendapatan Daerah 
• Yang Sah mernperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

.. 

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 3. 

I 

• • 

- 

peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2~ 18 atau 

dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan 

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018. Penyediaan Dana Pendamping atau 

sebutan lainnya hanya diperkenankan untuk kegiatan yang telah diwajibkan 
oleh peraturan perundang-undangan .. • 

• 

pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam 

• • 
2018 ditetapkan, maka Pernerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAK 
dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala 

Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan 

• 

atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi OAK Tahun Anggaran 
• 

208 diterbitkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 
• 

... , 
Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBD Tahun Anggaran 2018 

• 

pendapatan daerah, sepanjang telah ditetapkan sesuai Peraturan Presiden 

tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri 

Keuangan rnengenai Alokasi OAK Tahun Anggaran 2018 . 

c Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) 
Untuk penganggaran Dana Alokasi K.husus (OAK) dapat dianggarkan sebagai 

•· 



• 

d. Penganggaran Dana Desa dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden 

mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri 
Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018. 
Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Aggaran 2018 
atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun 

Anggaran 2018 be! um di tetapkan, maka penganggaran Dana . Dcsa terse but 
didasarkan pada alokasi dana desa Tahun Anggaran 2018. 

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2018 
atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun 

Anggaran 2018 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peratura~ 

7 

' 

.. dengan pernberitahuan kepada Pirnpinan DPRD. 

Tahun Anggaran 2017 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 

2016. Apabila Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan terse but 

ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 

ditetapkan, maka Pernerintah Daerah harus menyesuaikan ·alokasi dimaksud 

dengan terlebih dahulu melakukan., Perubahan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran APBD · Tal1u11 Anggaran 2018 dengan pemberitahuan 

kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan 

Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan • 
dalam LRA bagi Pernerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD 

Tahun Anggaran 2018 dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 

, ' l • ' ., • ,... ... .. • '~ ' • • • • ' • ,- ..._ ......... ~ • : '' r", ~ ( ... l •-: ·,""' .. , l' l I ..J •••• •) .• 1 . . • .•. ~. : I~ \ I • • •• " • ' • • f • ,,,. ... ... • ,. •"' • • • • - ,, • ,,,,., 

:..1...,. • ......, 1 ~ ... '-" "°"!_;4~'-- .. 1 • '-"·llc;;,,.~ '--'V~·· ... ,:.\ • • ... ~ """"'•;:.;\......_,,.. •• \. .. ~\.-,._,._....,. ..... '-c....•• ~-·\........,. ..... ..., •. _ _......,. - .. ~ 

• 
"\\ 

Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi 
• 

Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2018. 
Daln111 hal Peraturan Presidcn dan Peraturan Menteri Keuangan dirnaksud 

2() 18. Dulnm hnl penetapan Pcraturan Bupntl I Peraturan Daerah tentang 

APBD Kabupnten Malaka Tahun Anggaran 2018 maka penganggarannya 

didasarkan pada alokasi bagi basil pajak Tahun Anggaran 2017 dengan 
memperhatikan realisasi bagi hasil pajak daerah tahun 2016. 

c. Penganggaran Tunjangan Profesi Guru (TPO) dlalokasiken sesuai dengan 

Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 20J 8 atau 

.. 

~----------------------- 

, 

• 

' • 
~ 

i 
' . 

I 

• 
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• 

Keuangan mengenai Pedornan U1nu111 dan Alokasi Dana Transfer lainnya 
Tahun Anggaran 2018. 

Apabila Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan tersebut 
ditetapkan setelah Peraturan Daerah ten tang APBD Tahun Anggaran 2018 

ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi dirnaksud 

dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan 
.. 

kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan 

Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan 

8 

• 

• 
akun pendapatan, kelornpok pendapatan lain-lain Pendapatan Daerah Yang 
Sah, dan diuraikan kedalam jenis, objek dan rincian objek pendapatan sesuai 
kode _ rekenin g berkenan. 

. 
f. Penganggaran Dana Transfer lainnya dialokasikan sesuai Peraturan Presiden 

mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran .2018 atau Peraturan Menteri 

... , • 1 • ~ • • • . • . 
• .» - .-- ·':~l)e.., t,-,.;·,,,s ,-, .. 1-,,,:·;-!·,.;· , ·. ) ·· ! .,· •. · ,. _;. :-··., _.: ,· . _/ -~· ,._..~\.·~· .c .. ~ '"-···-··· ·'"'·-····-.,, _..,.. ..,,.,. __ ;_ ----·--··J ~---·- ··-·-··-· ·-·-·-- -~ . . . - - - . 

• 

' . 
"" • 
I 

• • 

. 
I 

I" 
I 
I 

• 

Pemerintah Daerah ya"ilg tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 
2018 dengan terlebih duhulu rnelakukan perubahan peraturan kepala daerah 
tentang penjubaran Al)[3D TA 2018 dengan pernberitahuan kepada Pimpinan 
I) J>RD. 

e. Penganggaran Pendapntnn yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik 
dari badan, lernbaga, organisasi swasta dalarn negeri, kelompok masyarakat 

maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi 
pengeluaran · atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi 
surnbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan 
dimaksud . 

·. 

I 
1' 

' 
Ii 
• .. 

• 
' • 

• ' t· 
I 

• . • 

Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka Pemerintah 
Daerah harus menyesuaikan alokasi dana desa dimaksud dengan terlebih · 
dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

. 

APBD Tal1u11 Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan 
DPRD, untuk selanjutnya ditarnpung dalarn Peraturan Daerah tentang 

Perubahan APBD Tal1u11 Anggaran·-2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi 

' 
• 
~ 
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... 

dimaksud, ditinjau dari aspek indicator, dil1arapkan dari program dan kegiatan 

tolok ukur dan target kinerjanya. 'y. 

d. Belanja Daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah 

yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan dalam rangka menetapkan target 

capaian kinerja setiap belanja SKPD dalam menunjang program dan kegiatan yang 

direncanakan dapat tercapai demi meningkatkan akuntabilitas perencanaan 

anggaran dengan menganut pada prinsip ekonomis, efektivitas dan . efisiensi 

pengguna anggaran, Program dan kegiatan SKPD harus rnemberikan informaci 
yang jelas dan terukur serta merniliki korelasi langsung dengan keluaran yang 

• daerah. 

dengan ketentuan perundang-undangan. 

b. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib 

terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta 
berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib 

yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pernerintahan pilihan 

berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. 

c. Belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus 

rnendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun Anggaran 2018 
sesuai dengan kewenangun masing-masing tingkat pemerintahan daerah. 
Scl1t1l1t111gu11 <lc11g~111 )1,11 terscbut, J)e11ggt111nn11 APBD harus lebih fokus terhadap 

kegiatan yang berorientasi prcduktif dan meruiliki manfaat untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia, pelayanan public dan pertumbuhan ekonomi 

3.2 BELANJA DAERAH 

a. Berdasarkan Undang-Und.ang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan 
.. , 

untuk rnendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi 
. 

kewenangan daerah dan pelakanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai 
~ 

' 

Tahun Anggaran 2018 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan 
peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 
dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD. 

• 

• 

,• 

, 

..... 



1) Untuk mengantisipasi perubahan gaji pokok dan tunjangan keluarga 

dalam Tahun Anggaran 2018 dapat disiapkan acress sebesar 2,5% untuk 
rencana kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, ketambahan jiwa 

'•, 
(suami, istri, anak) dan dialokasikan juga untuk mengakomodir 
kekur .. a11ga11 gaj i PNSD dalam tahun anggaran berjalan serta mutasi 

PNSD yang pindah masuk ke Kabupaten Mataka. 
2) K.husus tunjangart beras bagi PNSD untuk Tahun Anggaran 2018 

dianggarkan dalam APBD dalam bentuk natura sebesar Rp. 8.047 
/kg/jiwa/bulan dan dalam bentuk in natura/uang sebesar Rp. 7.242 

/kg/jiwa/bulan sesuai ketentuan Peraturan Direktur Jenderal 

Perbendaharaan Nornor Pei·-33/PB/2013 tanggal 2 Agustus 2013. 

3) Penganggaran belanja gaji untuk kebutuhan formasi pengangkatan 
• 

CPNSD Tahun Anggaran 2018 dan gaji bulan ke-13 dan gaji keempat 

belas dalam rangka mengantisipasi kebijakan pemerintah pusat untuk 
meningkatkan kesejahteraan PNSD melalui perubahan gaji pokok . 

4) Perhitungan gaji PNSD Tahun Anggaran 2018 pada setiap SKPD secara 

teknis akan dilakukan oleh petugas Badan Keuangan Daerah Kabupaten 

Malaka berdasarkan realisasi gaj i bulan Oktober 2017. 

5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan . kesehatan bagi Kepala 
Daerah/Wakil Kepala Daerah, "Pimpinan dan Anggota DPRD serta 

PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2018 dengan 
mernpedomani Undang-Undang Nornor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jami11a11 Sosial Nasional .. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 

tcntang I3adt111 Pcnyelenggnrakan Jn111i11n11 Sosial (BPJS) dan Peraturan 

Presidcn No111or 12 Tal1t111 2013 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presidcn Nornor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. · Terkait 

dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan 

cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala daerah I Wakil 
I 

. Kepala daerah, Pirnpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di lu~ 

10 

• 

Belanja Pegawai 
' 

a .. 

1. Belanja Tidak Langsung 

Penganggaran Belanja Tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

• 

. 
• . 
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.. 

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD 
• 

mernpedornani Peraturan Bupati Malaka Nomor 24 Tahun 2014 tentang 

Hibah dan Bantuan Sosial, 

c. Belanja Bagi Hasil Pajak. 

Anggaran 2018 melalui dana transfer ke daerah dianggarkan dalam 
APBD pada kelornok belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai, dan 

diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode 

rekening berkenaan, . 

b. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial. 
1 

dan tunjangan khusus guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun • 

• 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 

tahun 2011, P~raturan pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 
1993 tentang penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

dan Peraturan Presiden Nornor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan 

Kepesertaan Program Jaminan Sosial. 
7) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD, baik . aspek kebijak.an 

pemberian tarnbahan penghasilan maupun penentuan kriterianya dengan 

persetujuan DPRD dan harus ditetapkan terlebih dahulu dengan 

peraturan bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah 

sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 

2005 dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011. 

8) Tunjangan Profesi Guru PNSD, dana tambahan penghasilan guru PNSD 
• 

• 

cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh 
BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD. 

6) Penganggaran penyelenggaraan [aminan kecelakaan kerja dan kematian 
. 

bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota 

DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani 
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(sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten 

dalarn APBD _Tahun Anggaran 2018 setelah dikurangi DAK. Dari aspek 

daftar nama pernerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima 
' . • 

bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan 
d. Belanja Bantuan Keuangan 

Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja 

bantuan keunngan .. obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan 

1·i11l!ia11 obyck belanjn 11a111a partai politik penerirna bantuan keuangan. 

Besaran buntuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada 

Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman 

Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, 

Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 

Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara 

Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan 

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. 

e. Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan -ayat (2) Undang- 

. Undang Nornor 6 Tahun 2014, Pernerintah Kabupaten I Kota menganggarkan 
alokasi dana untuk desa dan desa adat yang diterima dari APBN dalam jenis 
belanja bantuan keuangan kepada pernerintah desa dalam APBD Tahun 

Anggaran 2018 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan serta pemberdayaan rnasyarakat, dan kemasyarakatan. Selain 

itu penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam 

jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% 
• 

menganggarkan belanja Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada 

Pemerintah .desa paling sedikit 19°1o (sepuluh per seratus) dari pajak daerah 
dan retribusi daerah kabupaten I kota. Dari aspek teknis penganggaran, . . ... 

•. 

pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Pemerintah 

Kabupaten untuk pemerintah desa dalam APBD harus diuraikan kedalam 
'•., 

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah kabupaten/kota 
. 

., 
I 
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Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran 

honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, 
· kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan 

sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka 

mencapai target kinerja kegiatan dimaksud, Berkaitan dengan hal tersebut, 

pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar­ 
benar memiliki peranan dan kontribusi_ nyata terhadap efektifitas pelaksanaan 
kegiatan dimaksud . 

Standar Bia ya untuk Belanja Pegawai yang digunakan sebagai batas tertinggi. 
J 

• 2.1 Belanja Pcgawai 

b. 

Belanja Langsung 

a. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan 

kegiatan, yang rnanfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh 
• 

masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan • • 

keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. 

Alokasi belunja untuk program dan kegiatan pada masing-masing urusan 

pcmcrintnhan tcrscbut digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD. 

belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak 

diharapkan terjadi secara berulang seperti kebutuhan tanggap darurat 

bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak 

tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2018 

terrnasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun 

sebelurnnya. 

kendali dan pengaruh pemerintah daerah, Belanja tidak terduga merupakan 
• 

bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah daerah I 

desa selaku penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan. 

f.. Belanja Tidak terduga 
Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan 

rnempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2017 dan kemungkinan adanya 

kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar 
• .... , 

2.1.1 

• 

2 . 
• 
\ 

r 
' I 
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No. URAIAN SATUAN BIAVA TA.2018 
. (1) • 2) (3 (4) • 

1. HONORARIUM SATUAN PENGELOLA KEUANGAN SKPD PENGELOLA APBD 
a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

Nilai pagu dana s/d 100. uta OB 1.040.000 
- 

Nllal :Jagu dana di atas 100. uta s/d 250. uta OB 1,250.000 
uta s/d 5'00 uta 

- 

Nllal pagu dana di atas 250 OB 1.450.000 
Nilai pagu dana di atas 500 juta s/d 1 miliar 08 1.660.000 

" 

Nilal pagu dans di atas 1 miliar s/d 2,5 millar OB 1.970.000 
Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s/d 5 miliar OB 2.280.000 
Nilai pagu dana di atas 5 rnlllar s/d 10 mlllar OB 2.590.000 

' . - 

NiJai pagu dana di atas 10 miliar s/d 25 mlllar OB 3.010.000 
Nllal aagu dana di atas 25 mlllar s/d 50 rnlllar OB 3.420.000 
NJlal pagu dana di atas SO miliar s/d 75 miliar OB 3.840.000 

. 
.• 

• 
' b. Pejabat Pembuat Komltmen {PPK) 

Nflal pagu dana s/d 100. uta • OB 1.010.000 
. 

Nilai pagu dana di atas 100 juta s/d 250 juta OB 1.210.000 
Nilai pagu dana di atas 250 juta s/d 500 juta OB 1.410.000 
Nllal pagu dana di atas 500 juta s/d 1 miliar. OB 1.610.000 
Nilai pagu dana di atas 1 miliar s/d 2,5 miliar OB 1.910.000 

- 

Ni I a i pa g u .d a n a di at as 2, 5 mi f i a r s Id 5 mi _Ii a r OB 2.210.000 
Nilai pagu dana di atas 5 miliar s/d 10 miliar OB 2.520.000 
Ni I a i pa g u ct a n a d i at as 10 m i Ii a r s Id 2 5 m i Ii a r OB 2.920.000 
Nilai pagu dana di atas 25 miliar s/d SO miliar OB 3.320.000 

- 

Nila) pagu dana di atas 50 miliar s/d 75 miliar OB 3.720.000 

c. Pejabat Pengelola Keuangan SKPD/Pejabat Penguji Tagihan/Pejabat Penandatangan SPM 
Nilai pagu dana s/d 100 juta OB 400.000 

- 

Nilai pagu dana di atas 100 juta s/d 250 juta OB • 480.000 . 

• Nilai pagu dana di atas 250 juta s/d 500 juta OB 570.000 
- 

Nilai pagu dana di atas 500 juta s/d 1 miliar OB 660.000 
' Nilai pagu dana di atas 1 miliar s/d 2,5 miliar OB 770.000 

'1 

Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s/d 5 miliar OB ' 880.000 
.l 

Nilai pagu dana di atas 5 miliar s/d 10 miliar OB 990.000 
'~- Nilai pagu dana di atas 10 miliar s/d 25 miliar OB 1.250.000 .,. 

:, 

Nilal pagu dana di atas 25 miliar s/d SO miliar OB 1.520.000 I 

' ' 

:~ Nilai pagu dana di atas 50 miliar s/d 75 miliar OB 1.780.000 ••• 
• 
' 
'.( . ' ., 
. .. d. Bendahara Pengeluaran 
' . 

' r Nilal pagu dana s/d 100 juta OB 340.000 ; 
.• < 

:,;' 

· Nilai pagu dana di atas 100 juta s/d 250 juta I OB i ,. 420.000 ',! ' ' 

I 'I Nilai pagu dana di atas 250 juta s/d 500 juta OB 500.000 
. ' Nilai pagu dana di atas 500 juta s/d 1 miliar OB 570.000 ·, 
' ,r· 

Nilai pagu dana di atas 1 miliar s/d 2,5 miliar OB 1/ ! 670.000 .:.., - 
• 14 -, 

. 

A. STANDAR HONORARIUM 



/ 

- - 

. 
• .. • 

~·1 

Nllal easu dana di atas 2,5 mfllar s/d s mfflar . 
OB 770.000 

Nilal pagu dana di atas 5 millar s/d 10 mlllar 
I 

OB 860.000 
,i 

. 
Nila( pagu dana di atas 10 miliar s/d 25 rnillar OB 1.090.000 . 

~- 
Nilai pagu dana di atas 25 miliar s/d SO miliar OB • 1.320.000 ·' 

Nila1 pagu dana di atas 50 miliar s/d 75 miliar ' OB 1.550.000 • 

l. e. Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPD/SKPKD 
• Nilal pagu dana s/d 100 juta 
• OB 260.000 
. Nilai pagu dana di atas 100 juta s/d 25 ... 0 juta OB ) 310.000 . 

Nilal pagu dana di atas 250 juta s/d 500 uta OB 370.000 
~I Nilai pagu dana di atas 500 juta s/d 1 mlllar . OB 430.000 
• Nilai pagu dana dlatas 1 rnlllar s/d 2,5 miliar OB 500.000 ~: 

\'. Nilai pagu dana dl.atas 2,5 miliar s/d 5 miliar OB 570.000 ~. 

I Nilai pagu dana di atas 5 miliar s/d 10 miliar OB 640.000 .!/, 
Nilal pagu dana di atas 10 miliar s/d 25 mlliar ~',. OB 810.000 . 

~: Nilal pagu dana di atas 25 mlliar s/d 50 miliar OB 980.000 
~- 

Nilal pagu dana di atas SO miliar s/d 75 miliar ~ OB 1.150.000 
~ 

~j· - 
• 

;: f. Bendahara Penerlmaan . 
.. Nflai pagu dana s/d 100 juta OB 340.000 
~~·. 

~\. Nilai pagu dana di atas 100 juta s/d 250 [uta OB 420.000 
I Nilai pagu dana di atas 250 juta s/d 500 juta OB 500.000 • 

• Nilai pagu dana di atas 500 juta s/d 1 miliar OB 570.000 
• Nilai pagu dana di atas 1 miliar s/d 2,5 miliar OB 730.000 
- Nilai pagu dana di atas 2,5 miJiar s/d 5 miliar OB 880.000 

Nilai pagu dana di atas 5 miliar s/d 10 miliar OB 1.030.000 
' "I 

Nilai pagu dana di atas 10 miliar s/d 25 miliar • OB 1.260.000 ' 
• . 

Nilai pagu dana df atas 25 miliar s/d 50 miliar OB 1.490.000 
. 

Nilai pagu dana di atas 50 miliar s/d 75 miliar OB 1.720.000 
. 

• g. Pembantu Bendahara Penerimaan . 
Nifal pagu dana s/d 100 juta OB • 260.000 

4 , ·~,, Nilai pagu dana di atas 100 juta s/d 250 juta OB 310.000 
.. Nilai pagu dana di atas 250 [uta s/d 500 juta OB 370.000 
• • 

' Nilai pagu dana di atas 500 juta s/d 1 miliar OB 430.000 •• 1 . • . 
't 

':~ Nilai pagu dana di atas 1 miliar s/d 2,5 miliar OB 540.000 : ,i 

:.-~ .. 
Nilai pagu dana diatas 2,5 miliar s/d 5 miliar OB 660.000 ' . '· 

~ . 
• Nilai pagu dana di atas 5 miliar s/d 10 miliar OB 770.000 
I 

.. Nilai pagu dana di atas 10 miliar s/d 25 mJliar OB 940.000 ., 
J' . 

Nllal pagu dana di atas 25 miliar s/d 50 miliar OB 1.110.000 
. Nllal pagu dana di atas 50 mlllar s/d 75 miliar 03 1.280.000 • 
i,r: ~, 

' .: ~!t [;; 
.~\ :~. 2. HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH ~ 

J~ 
!~: 

~ 
r a. Pemegang Kekuasaan P.engeeelolaan Barang OB 4.000.000 • I 

l :~1 b. Pengelola Barang Daerah OB 3.500.000 
.. ":} 

c. Pengelola Barang Daerah OB 3.000.000 
. s', d. Kuasa Pengelola Barang· Daerah OB t - .. 2.500.000 

,'.- ' 
- x • 15 ' . 

~ • • • . , 
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. s . HONORARIUM TIM PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 
- ' . 

~ a • Honor Tim Pengelola Perizinan • • ... 
t~ - 

Pengarah . 
OB 1.500.00 1. 0 . .~: . 

OB . 2. Penanggung Jawab 1.250.00 0 .. 
• 'f 3. Ketua OB 1.100.00 0 .. :,~ . 

Ko ordinator OB 4. . 900.00 0 ,, 

• s. Tim Teknis OB 500.00 0 . ; . 6. Anggota OB 
,. 

600.00 
. ,, . 

. 0 
,. . b. Sekretariat • . . 

- 
. 

1. Sekretaris OB 700.00 0 . - 
I 8. Anggota OB 

I 

600.00 :r 0 ... t 1 .. 1., 
e !i 

; 

' ; ' . 

Staf Teknis Lainnya OK 1.000.000 

• Anggota Pokja . OK 1.500.000 
Ketua Pokja OK 2.000.000 

3 . 
... 
• 4 • • • 

~ . • 
• I 

• 5 . . : 
I' • 

. 
• . 6 . .. . •• , 7 . .. 

4. HONORARIUM TIM PENYUSfJN DO KUM EN PERENCANAAN DAN PELAPORAN {LAKIP/ 
LKPJ DAN LAPORAN TA HUNAN) 

• ... 

10. Anggota Pokja 
9. Sekreturis Pokj,, 

7. Ketua Pokja 
6. Sekretaris 
5. Wakil Ketua 

. 
4. Ketua 
3. Penaggung Jawab 

> • . 
2. Pengarah 

. 

OK 5.000.000 
OK 4.500.000 
OK 4.000.000 
OK 3.500.000 
OK 3.000.000 
OK 2.500.000 
OK 2.000.000 
OK 1.500.000 
OK 1.000.000 
OK 500.000 

1. Pembina 
Tim Kabupaten 

. . . • 

PElAPORAN DAN PER EN CANAAN DOl<UMEN 3. HONORARIUM TIM PENYUSUN 
(RPJP/RPJM/RKPD/RENSTRA/RENJA) · 

•• 
, 

200.000 OB 1. Pembantu Penyimpan Barang 
400.000 OB k. Penyimpan Barang 200.000 OB j. Pembantu Pengurus.Barang 

i. Kuasa Pengurus Barang OB 
OB 

400.000 J 
300.000 

·- h. Pengurus Barang SK.PD 

1.500.000 . 
1.000.000 

OB 
OB 

f. Pengguna Barang 
g, Kuasa Pengguna Barang 

2.000.000 OB 

- 

e. Penatausahaan Barang Daerah 

. •' ,, . • 

-- 

,, 

, .. , 
• 

' 

!l 

I~ :, 

1, 

,. 

•. 

,, . / 
• • • • • 

I • 

' .. . , 

,, 

• 

• ' . 

.. • . ~ 

,, 
" 

\ 

' . 

. 
:.1 ,. 

"c 

" : 

.. :'' :. Tim Kabupaten 
:,. ·:~ 1. Pembina ., OK 4.000.000 ~·~ L----l--------------------c -----r---=-:~--r-----::-'.::-=-::~:-=1 

2. Ketua 1 OK 3.500.000 
:. ~~----W-a_k_il_K_e_ru_a -r----~O~K~---,-------~3~.0~0~0~.0~0:-:-10 

Sekretaris OK 2.500.000 

-----------~--------. --- ... 
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' 
1.270.000 OP 

IIJilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas s 
· miliar s/d 10 mifiar 

1.090.000 OP 
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 2,5 
miliar s/d 5 mlliar 

910.000 OP 
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 1 . 
miliar s/d 2,5 miliar ~ ... 

720.000 OP 
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 500 
juta s/d 1 miliar 

480.000 OP 
Nila i pag u pe ng-ad:-a-a-n7j a-sa-:--ko_n_s-:u l~ta-n-:si~/j-a s-a71a-:-i n_n_y_a ~d i~a-:--ta-s-=2-=-so=---t------~-------J 
juta s/d 500 juta OP 600.000 

450.000 OP 
450.000 

Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s/d 100 juta 

450.000 
OP Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas 50 juta s/d 100 juta 
OP 

Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 100 
juta s/d 250 juta 

Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s/d 50 juta 
d, Panitla Pengadaan'.Jasa I Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (non konstruksi) 

Nilai pagu pengadaa n di atas 50 milia r s/d 75 mi liar 
Nilai pagu pengadaan di atas 25 miliar s/d 50 miliar 
Nilai pagu pengadaan di atas 10 miliar s/d 25 miliar 
Nilai pagu pengadaan di atas 5 miliar s/d 10 miliar 
Nilai pagu pengadaan di atas 2,5 miliar s/d 5 miliar 

Nilai pagu pengadaan di atas 500 juta s/d 1 miliar 

OP 760.000 
OP 760.000 
OP 920.000 
OP 1.140.000 
OP 1.370.000 
OP 1.600.000 
OP 1.910.000 
OP 2.210.000 
OP 2.520.000 

Nilai pagu pengadaan di atas 1 miliar s/d 2,5 miliar 

Nilai pagu pengadaan di atas 200 [uta s/d ?00 juta 
Nilai pagu pengadaan s/d 200 juta , 

c. Panltla Pengadaan Barang / Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (non konstruksi) 

Nilai agu pen adaan di atas 25 mlllar s/d 50 mlllar OP 2.450.000 --------~------------+-------~-----,.--------------, Nilal pagu pengadaan di atas 50 miliar s/d 75 miliar OP 2.790.000 

Nilai pagu engadaan di atas 10 miliar s/d 25 mlliar OP 2.120.000 
Nilai pagu pengadaan di atas 5 millar s/d 10 mllfar OP 1.780.000 
Nllal pagu engadaan di atas 2,5 millar s/d 5 mllfar OP 1.520.000 
Nilai pa u engadaan di atas 1 miliar s/d 2.5 mfliar OP 1.270.000 
Nilai pagu pengadaan di atas 500 juta s/d 1 miliar OP 1.020.000 
Nilai pagu pengadaan di atas 200 [uta s/d 500 juta OP 850.000 

konstrukjf) 
Nilai pagu pengadaan s/d 200 juta OP 680.000 

680.000 

7. HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA ------------,..-----------,-.------------~ a. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa OP --------------------'--------------'----------------1 b. Panitia Pengadaan Barang I Kelornpok l(erja Unit La anan Pengadaan 

750.000 OB 

1.000.000 OB 
2. Se kreta rls 750.000 OB 

1. Ke ala ULP 
6. HONORARIUM PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN, 

• 
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8. HONORARIUrvl PENERIMA HASIL PEKERJAAN 
a. Pejabat Penerlma Has II Pekerjaan/Pengadaan OP 420.000 . 

Barang/Jasa • 

- 

b. Panltla Penerlma Hasf I PekerJaan Barang dan Kelompok KerJa Unit Layanan PenerJma Hasf 
Pekerjaan I Pengadaan Barang / Jasa . 

Nila1 pagu Pekerjaan/pengadaan s/d 200 juta OP 420.000 
. 

Ntlai pagu Pekerlaan/pengadaan di atas 200 Juta s/d 500 OP 520.000 ... 
juta 

• 
. - 

Nilai pagu Pekerjaan/pengadaan dl.atas 500 juta s/d 1 620.000 OP . 

mlliar · 
. " 

Nilal pagu Pekerlaan/pengadaan di atas 1 mlliar s/d 2,5 OP 770.000 
miliar 1' • 

Nilal pagu Pekerlaan/pengadaan di atas 2,5 mlliar s/d 5 OP 910.000 
mlliar . . 

Nilai pagu Pekerjaan/pengadaan di atas S rniliar s/d 10 OP 1.060.000 

mlllar 
. 1.260.000 Nilai pagu Pekerjaan/pengadaan di atas 10 miliar s/d 25 OP 

mi liar 
Nilai pagu Pekerjaan/pengadaan di atas 25 rniliar s/d SO OP 1.450.000 
miliar 

. . 

1.650.000 Nilai pagu Pekerjaan/pengadaan di atas 50 miliar s/d 75 OP . 

miliar . 

• 

9. HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL . 

a. SLTA OB 2.100.000 . 

b. Sarjana Muda OB 2.400.000 
Sarjana ·- OB 2.600.000 c. 

• 

d. Master (S2) OB 2.800.000 
- 

10. SATUAN BIAVA OPERASIONAL PENYULUH OB 1.000.000 
.. 

. 

• 11 . JASA ROHANIWAN OK 
- Honorarium Rohaniwan Pada Kegiatan Pelantikan OK 400.000 

- - Honorarium Rohaniwan Pada Kegiatan Pembinaan OK 400.000 
• Rohani t 

" , 

• •• . 
• 
~ . 

' 1.2. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN (WORKSHOP/BIMTEK / SOSIALISASI / DISEMINASI / 
I' FOKUS GROUP DISCUSION (FGD}/ KEGIATAN SEJENIS) • 

. . . 
1. Pengarah ' OK 1.100.000 
2. Penanggung Jawab OK 1.000.000 • 

I • 3. Ketua I Waktl Ketua OK 900.000 • 

~\:;. 4. Koordinator OK 800.000 . ' 
' 5. Sekretaris ' OK 600.000 . 

': 6. Anggota I Staf Teknis . 
• , i . 

• ~ PNS • ' OK ' '•l" 500.000 ' ~ Non PNS • f 

OK • • 400.000 .. 
• ,. 

. ~ 



• 
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HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS / MODERATOR 13, 
a. Honorarium Nardsumber/Pembahas (Non PNS) 

untukxegtatansemtnar/ Ra pat 
Koo rd In as i/~o s I a lisa s I/DI semi n as I I BI m b Ing an Te kn is / 
Workshop/ Ra pat Kerja/Sar3sehan I Simposlum/ 
Lokakarya I Focus Group Dtscussion/Kegiatan Sejenls, 
t1dak termasuk untuk kegiatan dlklat/ pelatihan 
1. Menteri/Pejabat setingkat Menteri/pejabat negara 

f OJ 1.700.000 lainnya/ya ng disetaraka n. '' 
2. Pejabat Eselon I I yang disetarakan . OJ 1.400.000 3. Pejabat Eselon II I yang disetarakan. OJ 1.000.000 4. Pejabat Eselo,n Ill ke bawa h/ yang disetarakan OJ 900.000 b. Honorarium Moderator ·- OK 700.000 

c. Honorarium Narasumber/Pembahas (Non PNS) untuk 
Kegiatan Seminar/ Ra pat . 
Koordinasi/Sosialisast/Diseminasl /Bimbingan Teknis I • 

OJ 1.000.000 Workshop/ Ra pat Kerja/Sarasehan I Simposium/ 
Lokakarya I Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis, 
tidak termasuk untuk kegiatan diktat/ pelatihan . 

. 
14. HONORARIUM TIM BAPERJAKAT 

. 

a. Tim Baperjakat 
1. Pengarah OK 4.500.000 
2. Penanggungjawab OK 4.000.000 
3. Ketua OK 3.500.000 ' 

4. Se kreta ris OK 3.000.000 . s. Anggota OK 2.500.000 
b. Tim Sekretariat . . .. 1. Ketua OK 1.750.000 

2. Anggota OK 1.250.000 
• 

• 

1.5. HONORARIUM PANITIA KEGIATAN PROSES PENANGANAN KASUS - KASUS PELANGGARAN 
DISIPLIN PNS • - 

,·; a. Panitia 
- 

• . - 

1. Pengarah • Ot~ 4.500.000 • 

. - 

OK 4.000.000 \ 2. Penanggung'awab • ; ~ 
' 3. Ketua OK 3.500.000 

t 
' 

. 4. Sekretaris OK 3.000.000 
• s. Anggota OK 2.500.000 • 

• 
l 

b. Tim Sekretarlat 
" 

1. Anggota (Eselon Ill) OK . 1.750.00 0 • "; 
- 

l 2. Anggota (Eselon IV dan Staf) OK 1.250.00 t 
. 

0 . 
• 

• • . ' 16. HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL/ BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA WEBSITE 
' a. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal '· _, 

• 

• 



/ l, 
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' . 

!t. . 
' - . ' 1. Penanggung Jawab • ,. 

Oter 500.000 I 
• 2. Redaktur ' 

Oter 400.000 I ' . 
' 

~ 3. Penyuntlng/Edltor 300.000 
• 

Oter ~t. I, 

~'; 4. Desaln Graffs I· ~ 

•• • i, Oter 180.000 ' ii t : 
.:: 5 . Fotografer • 

180.000 !:: ~ ~ Oter '.', ~ 
' I 1,. 6. Sekretariat 150.000 

• .. ~l Oter I I 

' II ·,· 
7. Pembuat Artlkel Halaman 200.000 

r, •• 

:·. -. 
l~i 
l : 

b. Honorarium Tim Penyusunan Buletln"'/ Jurnal • , . . 
' 1. Penanggung awab Oter 400.000 

I 

[~: • 

2. Redaktur Oter 300.000 I . 3 . Penyunting/Editor Oter 250.000 
1, 

~ 
\; 4. Desain Grafis Oter 180.000 .. t 

' ,. 

~: s. Fotografer Oter 180.000 I 

' 

I ~~ 6. Sekretariat Oter 150.000 ' 

~ 

,, 

7. Pembuat Artikel Halaman 100.000 fii' . ' Ii ~- ~ 
J 

~~, I 
I 

Honorarium Tim Pengelola Website i c . •• 
' 

,, 
• 
, 

1. Penanggung Jawab . OB 500.000 . 
• 

. 2 . Redaktur OB 450.COO 
3. Editor OB 400.000 . 

'~ 

4. Web Admin • OB 350.000 -- -··- •• 

OB 300.000 5 . Web Developer .. 
• - ~t 6. Pembuat Artikel Halaman 100.000 . 

f:! 
~I . . 

l1: 17. VAKASI PENYEI.ENGGARA UJIAN . ' ,, - J, 
• L'· 

1. Tingkat Pendldlkan Dasar • J 

• Penyusunan/pembuatan bahan ujian Naskah/MP 150.000 • - \ :~ Pengawas u:ia·n OH 240.000 - ,. 
•' Pemeriksaan Hasil lJjian Siswa/MU 5.000 
• • - ti 

I~ • 
• 

' l• 2. Tingkat Pendidikan Menengah .. tJ 
: J 

~ - Penyusunan/pembuatan bahan ujian Naskah/MP 190.000 
r 

• - Pengawas Ujian OH 270.000 • 
I 

' - Pemeriksaan Hasil Ujian Slswa/MU 7.500 ) 

. 
3. Keamanan (POLRI) ~ OK 4.000.000 - 

' • 
I 
• 18. HONOR PANITIA SELEKSI CALON PNS DAERAH ~ 
r- 

,. 
' ~t· 1. Penanggung Jawab • 

T . 
OK 4.500.000 

• 
• 

it 2. Wakil Penanggung Jawab OK 4.000.000 fr.' • 

3. Ketua Pelaksana . ! 
OK 

. r' 

· 3.500.000 ~ 

4. Wakil Ketua Pelaksana 
OK ' 

3.000.00 0 5. · Se kreta ris. 
OK 2.500.00 

' 

0 6. Anggota ' 

. 

OK 2.000.00 0 ' ,, ' 

7. Tim Kearnanan ' :b 
OK ' \,· 

1.500.000 I• 
1,1 •. 

. • :: 
,, .. 

20 (,·: 
• 

. rr . 
\.~. 

~{, 
. 

. 
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• 23 • HONORARIUM TIM EVALUASI DAN PENWAWASAN PENYERAPAN ANGGARAN (TEPRA) 
a. Pembina OB 1.000.000 b. Pengarah OB 900.000 c. Penanggung Jawab OB 800.000 d .: Ketua OB 700.000 e. Sekertaris OB 600.000 f. Anggota OB 450.000 

..... g. Anggota 

e. Ketua OB 600.000 t---4-----·-· ·-----· -·,-----------ir--------1--------,t 
OB 500.000 

OB 700.000 d. Wakil Penanggung Jawab ' 

c. OB 800.000 Penanggung Jawab 
OB 900.000 Pengarah b. OB 1.000.000 

OB 400.000 

f. Sekertaris 

' • ' Pembina a. 
?2. HONORARIUM TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI ~-------------,------,--ot..- ~ 

I • • 

n. Anggota Bidang Layanan Pengguna/Teknisi Listrik OB 450.000 
__ _;;::...=;._ -1---------1,._---------1 

o. Admin Sisten lnformasi rencana Umum Pengadaan OK 500.000 
(SIRUP) 

m. Anggota Bidang Layanan Pengguna/Helpdesk OB 450.000 
I. Ketua Bidang Layanan Pengguna/Help Desk OB 500.000 

I. Anggota Bidang Sistem lnformasi/Admin OB 450.000 _;_------------------+---------~---------------1 j. Ketua Bid a ng Registrasi & Verifikasi/Verifikator OB 500.000 ___ _;_. -+------+--------1 
k. Ang go ta Bid a ng Registrasi & Verifikasi/Verifikator OB 450.000 

h. Ketua Bldang Sistem lnformasi/Admin OB 500.000 
g. S.ekretarls OB 600.000 
f.. Ketua OB 650.000 
e. Koordlnator OB 700.000 
d. Wakil Penanggun Jawab OB 750.000 
c, Penanggung Jawab OB 800.000 
b. Pengarah OB 900.000 

21. HONORARIUM TIM LPSE 

a. Pembina OB 1.000.000 

Tim Pelaksana OB 500.000 

20. HONOR TIM FASILITASI KEGIATAN PIMPINAN OAERAH (Bupatl / Wakll Bupatl / Sekda /Para 
Asisten dan Staf Ahli) 

1.500.000 OB - Dokter tnternsht 
OB 2.500.000 

- Dokter PNS 
d. lnsentif Dokter 

OB 10.000.000 
c. Honorarium Dokter rrr OB 1.750.000 
b. Honorarium Petugas Satgas Kebersihan 

OB 1.525.000 
a. Honorarium Tenaga Kontrak Daerah 

HONORARIUM TENAGA KONTRAK DAERAH (TEDA) 19. 

.. 
. \ . ' -: 

I 
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. - 

24. ~·o,··o·'fi'RfUY.l~i~N'' .. . - 
"·. ·- ·· · · ".,,.· · ' · · ·i. J · '·' ;()QR.0.INASI t~ANA_ALOKASf KHU sos· o · · 
a. Pembina - ·· · - · · · ,, .A~ . 

b. Pengarah OB 600.000 

Penariggung Jawab OB 575.000 c. . 

d. Wakfl Penanggung Jawab OB 550.000 
OB 500.000 Ketua e. 
OB f. Sekertaris 525.000 
OB 500.000 g. Anggo,ta 
OB 450.000 • 

"\\ 

. - 

. 
- . 

25. HONORARIUM TIM PENGKAJI PRODUK HUKUM DAERAH 
a. Pengarah OB 1.000.000 b. Penanggung Jawab OB 900.000 c. Ketua OB 800.000 

Wakil Ketua - d. I 

OB 650.000 . e. Sekreta rls. OB 500.000 f. Anggota OB 300.000 • 

- 

26. HONORARIUM PANITIA PELELANGAN.PEMANFAATAN ASET DAERAH 
.. NILAI INVESTASI 

PANITIA SATUAN S 500 JT 
Diatas Diatas 

Diatas ' lM- 00 Jt-1 M SM .. 
SM 

a. Ketua OK 67s·.oao 800.000 1.000.00 1.150.000 . 
.. 0 

b. Sekretaris 
. 

650.000 sso.ooo I OK 750.000 1.100.000 
c. Anggota OK 600.000 700.000 900.000 1.100.000 

27. HONORARIUM PANITIA PEMERIKSA (EVALUASI) PELELANGAN PEMANFAATAN ASET DAERAH 
NILAI INVESTASI 

PANITIA SATUAN 
S 500 JT Diatas Diatas Diatas lM- lSOO Jt-1 M SM SM . 

- 
' a~ Ketua OK 400.000 500.000 700.000 850.000 
' b. Sekretaris OK 350.000 450.000 650.000 800.000 
; c. Anggota OK 300.000 400.000 600.000 750.000 
' 

'• 

' 
~ 

. 28. HONORARIUM PEr~GELOLA SIMDA KABUPATEN ,,. 
1 .. a. Pembina OB 1.500.000 I ·1, 

-, I I b. OB 1.400.000 ', Pengarah 
• c. Penanggung Jawab OB 1.300.000 

- ,. 

OB d. Wakil Penanggungjawab 1.200.000 
' 

OB . e .. Ketua 1.100.000 ' -·· . I .. 
f. - OB 1.050.000 .: I! Sekretaris c -' . ,_ 

I, 

OB '' >J g. Koordinator Bidang. 900.000 i; I ~ _ 

' ' - 

l ,:,: • h. Adm in OB 850.000 
. ' ' ~ - -- 

f 



,, 

- I. Admln SIMDA Bldang 
OB 800.000 

f• 

,, J. Anggota 
OB 650.000 . 

I• • •, 
·" 

,~· 
- :!·,, 

29. HONORARIUM TIM SELEKSI BENDAHARA I. 
' \t, 

~l a. Penang·ungjawab 
OK 2.500.000 

r• 
ti:: . b. Wakll Penangungjawab t·; 

OK 2.450.000 '!' • 

Ketua .. ,., c. 
OK 2.400.000 ' • 

Wakil Ketua . - " d. 
OK 2.300.000 let 

i• 

. e • Sekretaris OK 2.300.000 ·;..· • 
• " f. Anggota OK 2.200.000 

~ 

.: 
l .. 1 

Staf Teknis • 

OK 1.250.000 
; g. . ,; . 
" ti ,, 

,.,., 
- 

~ 30. HONORARIUM TIM PENG EN DALI DAN TIM TE!<NIS PE~YUSUNAN LAPORAN KEUANGAN .. 
Pembina ~r a. OK 7.500.000 ' 

~·~ 
. - r b. Wakil Pembina OK 6.000.000 ~ 

~. c. Pengarah OK 5.750.000 ' ~., 
:i, d. Wakil Pengarah, OK • 5.500.000 

,, 
' . . - 
.. Ketua OK . 

5.000.000 
~'.· e. . r, 
t I . 

• i • f. Sekretaris OK 4.750.000 . 

Anggota • 

OK 4.250.000 g. 
' . h. Staf Teknis OK . ' 2.750.000 

' 

• rl . 
\' 31. HONORARIUM TIM TUNTUTAN GANTI RUGI ,, J 

i 
• 

a. Penanggungjawab 4.000.000 . OK • . 
b. Ketua OK 3.500.000 Ir 

c. Wa kil Ketua OK 3.000.000 .. 
• d. Sekretaris ... 

OK 2.500.000 • 
1: l 

' e. Anggota Majelis OK 2.000.000 
l 

. . 
f. Anggota Sekretaris Majelis OK 1.500.000 

\ g. Pembantu Administrasi OK 1.000.000 • 
\ 

• 

. • • 32 . HONORARIUM TIM REVIUW LAPORAN KEUANGAN 
• a. Penanggungjawab OK 4.000.000 ,. 

b. Ketua OK 3.500.000 . 
• 

- 

c. Wakil Ketua OK 3.000.000 
d. Sekretaris OK 2.500.000 • • 

I ~ 

e. Anggota OK 2.000.000 
• ,.., 

• 
I . 

. . 
• 

' . 

•·, 33. HONORARIUM TIM SABU BERSIH PUNGUTAN LIAR " 
' 

• ' a. Pengarah OK 4.000.000 ' l 
• 

b. Penanggungjawab - 

OK 3.500.000 . 

c. Ketua ' OK 3.000.000 
... .. 

J 

d. Wakil Ketua OK 2.500.000 e. Sekretaris OK · 2.000.000 • ' • 

f. Anggota OK 
I:!,,.,, 

1.500.000 
~. 

c 

. . " 
:-e g. Ketua POKJA OK 2.500.000 
' . 

.,,. 
~ 

" • I - 

. 

- 23 r,., 
, .. , -, 

\ 

{" ,< 

• 
' . 
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. - PNS/CPNS Gel.II dan Gol.1/PIT Non Sarjana .. 
- Esl.lV/PNS/CPNS Gel.Ill Non Jabatan/PTr Sarjana . 

OH 175.000 
OH 150.000 OH 145.000 . ... -, 

' 

- Esl. Ill dan PNS Gel.IV Non Jabatan 
• 

. 
a. Umum (PNS/PTT) ,• 

.'.; ' 

SATUAN BIAVA TRANSPORT LOKAL SAMPAI DENGAN 8 JAM 3. - 

. 75.000'. · • • Per ORANG 3. Prasmanan . ' 
45.000 PORSI 2. Makanan dan Minuman 
15.000 KOT AK 1. Snack 

SATUAN BIAYA MAKANANDAN MINUMAN KEGIATAN 

• 1.;B. STANDAR BIAVA 
No. URA I AN SATUAN BIAVA TA.2016 . 
(1) (2) (3) (4) 

1 • STANDAR BIAVA KEGIATAN Bf DANG HUKUM . 
Kajian·Akademis Ranperda {Perlu Rincian} Kajian 30.000.000 

1, a. . 
. ,. b . Bantuan Hukum Pemerintah Daerah . ,,,. 

1 . Honor Kuasa Hukum Org/Perkara 1.500.000 . 

Org/Sidang ~ 2. Transportasl Tim Kuasa Hukum 250.000 .. 
' . 

. 

• 

1.200.000 OK d. Anggota \ 
1.300.000 OK c. Se kreta ris 
1.400.000 OK b. Ketua 
1.500.000 

o, Tim Pengkajl Perinatal OB 500.000 

m. Tim Manajemen (sekretariat) OB 750.000 
n. TimPengkajiMaternal ~~~~----~--------~~~O-B~~~~~~-so-o-.a-a~o~ 

950.000 OB 
I. Koordinator I dan II l.J00.000 OB 
k. Pengarah 

. 
1.250.000 OB 

j. Penanggung Jawab 
· I. Pelindung OB 1.500.000 . 

35. HONORARIUM TIM AMP (AUDIT MATERNAL DAN PERINATAL) TINGKAT KABUPATEN ' 

3.000.000 OB 
. . ' d. Se kreta ris :: 

' 
3.250.000 OB 

c. Penanggung Jawab 3.400.000 OB 
3.500.000 b. Pengarah . OB 

1.750.000 OK 
3,000.000 OK k. Tim Sekretarlat (Anggota) 
2.250.000 OK J. Kelompok Ahlf 
2.500.000 OK 

HONORARIUM TIM SEKRETARIAT KPA (KOMIS! PENANGGUI.ANGAN HIV 'AIDS) 
a. Pembina ' 1 

I. Anggota POKJA 

. • 

h, Sekretarls POKJA 

" 
'I 

---------- - 
- 

I~ 

1, 
' 

'-'1 

• ·~ 
~:' 

!\ 1, . 

' •• ,.,. 
1, 

~ 

j •' 

l 

• 

I 

.. 
. '~3-6-.~H~O~N~O~R~A~R~IU~M-:-::T~IM-:-:P~E~N~Y~U~S-U_N_D_O_K~U~M-E-N--RO-A-·D_M __ A_P_S_PM--D~I-K-DA_S ~------------~ 

a. Pembina OK 

' 

,: . 
·- 13 

' : .' 

l ' 111 l.v I ,: 
11 . 

\ r. 

i:,· I f 11:11 
1 i 1 
' 1:• • 
I· 

(' . .. , 
l, ,, 
1 w: 
~ 34, 
• 

' 
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/__ b. Audltor/Pem~rlksa dan Pemung t - 
I u an ca a k/ retrlbusl . 

- Es. Ill dan PNS Gel.IV Non Jabatan OH 175.000 - 
- Est.IV /PNS/CPNS Gol.111 Non Jab t / 

. 

;; . a an PTT Sar ana OH 150.000 - PNS CPNS Got.II dan Gol.1/Pn Non Sa 
OH 145.000 - . . r ana 

• 

SATUAN BIAVA TRANSPORT DAN AKOMODASI BAGI PIH 4, 
o·b 'k bi t . AK LAIN 

I en an aya ransportas, setara dengan blaya perjalanan 
dlnas Golongan 111 dan dlbayar secara /umpsum. 

I . . 

• .., 

SATUAN BIAVA UANG LEMBUR dan UANG MAKAN LEMBUR s. . 

a. Uang lembur 
1. Golongan I " OJ 13.000 

..., 

2. Golongan II OJ 17.000 
3. Go!ongan Ill OJ 20.000 
4. Golongan IV ·oJ 25.000 
S. Non PNS OJ 10.000 

b. Uang makan lembur 
1. Golongan I & II OH 32.000 •• 

2. Golongan Ill OH 32.000 
. 3. Golongan IV OH 32.000 

4. Non PNS OH 32.000 
• . . • 6. SATUAN UANG MAKAN HARIAN (untuk PNS dan NON PNS) 

1. Golongan IV 
. 

• OH 41.000 
2. Golongan Ill OH 37 .000 . . 

3. Golongan II & I .. 
OH 35.000 

4. Non PNS OH 30.000 
. . . 

• 7. STANDAR BIAVA SEWA TEMPAT DAN FASILITAS PENDUl<UNG PENYELENGARAAN KEGIATAN • 
1. Ruangan Besar, Kapasitas > 500 orang Hari 2.500.000 

' . 2. Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 orang Hari • 2.000.000 
.. • 8. STANDAR BIAVA SEWA ALn~T LAINNYA • 

- 
Per buah a. Tenda 4 x 8 350.000 

b. .. Per buah 250.000 Tenda 6 x 6 • . ... • • .. 
c. Tenda 3 x 4 Per buah 200.000 
d. Kursi • Per buah 2.000 • 

• e . Bunga Meja Per buah 40.000 
• f. Organ Perkeg. 650.000 . 

g. Alat Band Lengkap Perhari 4.000.000 
h. • • 1 m2/hari Panggung 30.000 

. 

. I. Panggung 6 x 8 Per buah 750.000 · .. 
r, . 

Per unit harl "· • 
Sound System Out Door J. . 7.500.000 . 

• 

Per unit hari • k. Sound System In Doo,· 3.000.000 
- 

Bar/hari I. lighting Out Door s.000.000 . 

m. Lighting In Door Bar/hari 2.500.000 
. - 
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6. >5.000.000.000s/d J0.000.000.000 5.00s.d4.35 4.15s.d3.60 3.28s.d2.15 
C\ 

4 · > l . 000. 000. 000 s:..:/ d~2=. 5.:...:00:..:.:. 0:.:..00~. 0:.:.0.:..0 ----4---6:-:. 8:-:-9_s.7d 75 ·~8 5~175 ·~70;:s.-;d "74 ... 87;--t----.:-7 .":"":7 S~s~. d_S.:.:..1..:...0 --1 
· 5. >2.500.000.000 s/d 5.000.000.000 S.85 s.d 5.00 4.87 s.d 4.15 5. 10 s.d 3.28 

- 

3. >500.000.000 s/d J .000.000.000 8.20 s.d 6.89 6.68 s.d 5. 70 11.25 s.d 7. 75 
. 

1. 0 s/d 250.000.000 9.75 7.95 . 16.00 
2. >250.000.000 s/d 500.00'l.OOO 9.75 s.d 8.20 7.95 s.d 6.68 16.00 s.d 11.25 

I 

Perencanaan Pengawasan Pengelola:.n 
' . . Biaya Konstruksl Fisik(Rp.) · Konstruksi '%) Konstruksi,'%' Konstruksii'o/o) 

c. Khusus 
. 

. 
• 

. ·. 

0.58 s.d 0.31 10. > I 00.COO.COO.COO s/d 
r~---t-:-:---==~~o.~oco~.coo~.ooo~----------L-------l---:--:-:~~----r---~~---+---------------' 

11. >250.000.COO.COO s/d 2.50 s.d 2.32 2.00 s.d 1.89 1.60 s.d 1.50 0.31 s.d 0.19 
500.000.000.000 

2.19s.d 2.00 l.78s.d 1.60 
• 0.93 s.d 0.58 3.02 s.d 2.72 2.48s.d 2.19 2.00s.d 1.78 

. . . 
2. 72 s.d 2.50 

- 

9. >50.000.0CO.COO s/d 100.COO.COO.OCO ( . 

l.42 s.d 0.93 3.42 s.d 3.02 2.80 s.d 2.48 2.30 s.d 2.00 8. >25.000.COO.COO s/d SO.COO.COO.COO 

. 

2.15 s.d 1.42 3.92 s.d 3.42 3.25 s.d 2.80 2.70 s.d 2.30 7. > 10.000.COO.COO s/d 25.COO.COO.COO 
4.55 s.d 3.92 3.80 s.d 3.25 3.20 s.d 2.70 3.28 s.d 2~ 15 6. >5.000.000.000 s/d 10.000.000.000 
5.37 s.d 4.55 4.50 s.d 3.80 3.80 s.d 3.20 5.10 s.d 3.28 5. >2.500.000.000 s/d S.000.000.000 
6.35 s.d 5.37 5.25 s.d 4.50 4.45 s.d 3.80 7.75 s.d 5.10 

1-.as,- 

4. > 1.000.000.000 s/d 2.500.000.000 
3. >500.000.000 std 1.000.000.~ 7.55 s.d 6.35 6.20 s.d 5.25 5.20 s.d 4.45 11.25 s.d 7. 75 

>250.000.000 s/d 500.000.00Cr · 9.00 s.d 7,55 7.25 s.d 6.20 6.00 s.d 5.20 16.00 s.d J 1.25 
• 

. 2. 

Perencanaan Manejernen Pengawasan Pengelolaan 
~l·,---t-Bi_ay_a_K_o_n_struks i_F_i_si_k(_R_p_.)~.\----~Ko~n~stru~k~si~(o/c~o)~_K_on_st~ru_ks~i(0_~)----1--_Ko_ns_tru_k_si~1·o/c~o'i--+-----K_on_stru __ ~~i(_%~'t--~ 

1. 0 s/d 250.000.000 ·, 9.00 7.25 6.00 16.00 
' . - 

' 

\lr---r-:---:::-:--:---::--:--:-----------~---------------------------------------------l b. Tidak Sederhana 

1 O. > 100.000.000.000 s/d 250.000.000.000 2. J 6 s .d 1.94 1.43 s.d 1.26 0.50 s.d 0.28 } 
• 

. J~-t---~8~·~>~25~.o~oo~.0~070.700~0~s~/d~5_o._oo_o_.o_oo_.o_oo -L._2_.8_2_s._d_2._44 __ ~_l_.92_s_.d_l_.6_5---'-----1-.2-0_s._d_0._80 __ __. 
., 9. >50.000.000.000 s/d 100.000.0CO.OOO 2.44 s .d 2. J 6 1.65 s .d 1.43 0.80 s .d 0.50 

7. >10.000,000.000 s/d 25,000.000.000 3.28 s.d 2.82 2.27 s.d 1.92 1.90 s.d 1.20 I• 

I 

Biaya Konstruksi Fisik(Rp.) Perencanaan Pengawasan PengeJoJaan 
I

- Konstruksi(o/o·, Konstruksi 1'%', Konstruksi t010,. I. 0 s/d 250.000.000 ,c 1 

,... 

a. 
.9, STANDAR BIAYA PE_RENCANAAN DAN PENG 

DENGAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UM~:ASAN BANGUNAN GEDUNG SESUAI 
Sederhana NOMOR 45 TAHUN 2007 

,..... 

....... 

-- 
- • 

n. Genzet besar 
0• Dekorasi I Ta man Per harl 3.500.000 
p. Meja Bulat ===----~. --·---i-=~P~er~k~e£~:.=r===~40~0~.0~0~0o 

'..~----~ql·=R~e~m~pe~l}M~e~j~a}U~k~u~ra~n~2~M;-----~-----~~Pe~rJb~u~alih==:J~======J3~SJ.o~o~o Per hart 30.000 

• / 

, , . "r---r __ 1_1 _. _> 2_5_o ._oo_o_. o_oo_. o_o_o _sld_s_o_o ._oo_o_. o_oo_. o_oo __ -1-._1._94_s_.d_1_. s_o --L_1_.2_6 _s. d_1_.1_s_Jl___o.:__.2::....:.s...:..s ~·d...:....o ·...:....18:_____J 
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7. > 10.000.000.000 1/d 2~.000.000.000 
. . 

8. 4.35 s.d 3.SS >25.000.000.000 std so.ooo.ooo.ooo 3.60 s.d 3.1 O 2.15 s.d 1.42 
9. 3.8S s.d 3.4S 3.10 s.d 2.77 >S0.000.000.000 s/d I 00.000.000.000 1.42 s.d 0.93 

3.45 s.d 3.1 O 10. > 100.000.000.000 s/d 250.000.000.000 2. 77 s.d 2.49 0. 93 s.d 0.58 
J.IOs.d 2.90 2.49 s.d 2.30 11. > 250.000.000.000 s/d 500.000.000.000 0.58 s.d 0.31 
2.90 s.d 2.75 2.30 s.d 2.17 0.31 s.d 0.19 . 

10. STANDAR BIAVA PENDIDIKAN ·- . 

a. Biaya Tugas Belajar Program Akadem'/DI 1 ( Ill' 1 P orna 111 D- OT 15.500.000 
b. Biaya Tugas Belajar Program Diploma ·rv (D-IV)/Sl . OT 20,500.000 c • Biaya Tugas Belajar Program Pasca Sarjana 52 • 

d. OT 30.000.000 
Biaya Tugas Belajar Program Doktoral 53 OT 70.000.000 e. Biaya Tugas Belajar Program dokter Spesialis OT . 80.000.000 f. Biaya Tugas Belajar Dokter ahli OT 500.000.000 

g, Bia ya Pendidikan dan Pelatihan ( DIKLAT) 
\ Kepemimpinan ,, 

. 1. Diklat PIM II Peserta/ Akt 70.000.000 
2. Diklat PIM Ill Peserta/ Akt 42.000.000 
3. Diklat PIM IV . Peserta/Akt 25.000.000 

)> Prajabatan 
1. Golongan Ill (Prajabatan) Peserta/ Akt 6.000.000 
2. Golongan II & I (Prajabatan) Peserta/Akt 4.500.000 

h. Biaya Bantuan Pendidikan lzin Belajar: 
SLTA, D-1, D-11, D-111, 0-IV ke Sl OT 5.000.000 

• Biaya Bantuan Pendidikan lzin Belajar 52 OT 15.000.000 I . . 

• 

11. STANDAR BIAVA PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR 
a. Komputer/Laptop Unit I Tahun 500.000 
6. Printer Dot Matrix Unit I Tahun 250.000 
c. Printer Tinta Unit I Tahun 250.000 
d. In Focus Unit I Tahun 500.000 

Unit I Tahun • e. AC Split 750.000 
f. lsi Freon AC Unit I Tahun 1.000.000 

. Unit I Tahun 5.000.000 g. Genset < SO KVA 
h. Genset 75 KVA Unit I Tahun 6.000.000 

. 

i. Genset 100 KVA Unit I Tahun 7.000.000 
. - Unit I Tahun j. Mesin Potong Rumput 350.000 

. 

STANDAR BIAVA PEMELIHARAAN MEUBELAIR 
a. Almarl Unit I Tahun 150.000 
b. Tempat Tldur \ Unit I Tahun 150.000 
c. Filling Cabinet ·. Unit I Tahun 175.000 

. · d. Meja Kursl Tamu Unit I Tahun 400.000 
. . \ 

12. STANDAR BIAVA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS 
.. a. Kendaraan Dfnas Pejabat 

. 

' 

• 
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,. Pe abat Negara I Bu 
. - 

atl dan Wakll Bu oatl > Pim olnan DPR.D Unit I Tahun 48.000.000 . 
)> Pe abat Eselon II/a Unit I Tahun 45.000.000 ' 

• Unit I Tahun 45.000.000 
. • b. Usla Kendaraan S 3 Tahun 

\ 1. Jeeo, Sedan, Station Wagon 
Unit I Tahun 25.000.000 2. Mini Bus,IPfck Up/Double Gardan 
Unit I Tahun 35.000.000 3. Bus /Truk - 

Unit I Tahun 4. Sepeda Motor 35.000.000 
Unit I Tahun s. Kendaraan Roda 3 r~ 3.000.000 
Unit I Tahun 

- 

6.500.000 Usla Kendaraan ~ 3 Tahun c. 
Jeep, Sedan, Statton wagon . 1 . 

Unit I Tahun 27.000.000 2. Mini Bus/Pick Up/Double Gardan Unit I Tahun 40.000.000 3. Bus /Truk · 
Unit I Tahun 40.00G.000 - 4. Sepeda Motor . - 

Unit I Tahun 3.500.000 s. Kendaraan Hoda 3 Unit I Tahun 8.000.000 

13. BIAVA PENGADAAN PAKAIAN . 

a. Pakaian Dlnas Harian (PDH) Pelaksana Ste I 1.500.000 
b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PejabatDaerah Ste I 4.000.000 
c. Pakaian Sipil Harian (PDH) Pejabat Daerah Stel 3.000.000 
d. Pakaian Sipil Harian (PDH) Lengari Panjang Ste I 3.500.000 

. 

. e . Pakaian Sipil lengkap (PSL) Pejabat Daerah Ste I 5.000.000 . f. Pakaian Khusus Lapangan Ste I 490.000 
- 

14. SATUAN BIAYA MAKS I MAL SEWA SARAN A MOBILITAS DARAT {KHU SUS KEG IA TAN 
INSJDENTIL) 
Roda Empat Per Hari 800.000 . .. 

15. HARGA MAKSIMAL PEMBELIAN KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN ATAU LAPANGAN 
(RODA DUA) 

- 

1. Operasional . , -Unit • 27 .000.000 • 
• Unit • 30.000.000 2. Lapangan • .. 
• • . . . . . 

, 16 .. HARGA MAKSIMJl.L PEMBELIAN KOMPUTER 
- 

1. Komputer/PC ·1 Unit 8.000.000 
2. Laptop Unit 8.500.000 
3. Tablet Unit 7.000.000 

- 

1,. . , 17. SATUAN BIAVA PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG PERJALANAN DINAS PINDAH 
1. Truck 

a. Pengepakan dan penggudangan Ml 50.000 
' Km/ M3 b. Angkutan ~ 400 

. 2. Angkutan laut/sungai· - 

Ml a. Pengepakan dan penggudangan 50.000 
-_ 

Km/ M3 b. .- 
Angkutan . 400 - 

c. Angkutan laut/sungai Sesuai tarif 
-- v 

• •f 

-- ~ ....... _ ...... ... - .... .,, 

' 

• 
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peraturan perundang-undangan . 

e) Dalnm hnl terdapnt kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan 

pcndidikun dun pclatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, 

lokakarya, seminar atau sejenis lainnya di luar daerah tetap dilakukan 
secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, 

• 

•• 
-4 

dibatasi serta mernperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas 

Jimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah 
• 

,..., 

daerah. Hasil kunjungan kerja dun studi banding dilaporkan sesuai 

studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan 

dinas Iuar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya 

• • • esnmasi sisa 
:! 

·pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan 

persediaan barang Tahun Anggaran 2017. 

d) Penganggaran belanja perjalanandinas dalam rangka kunjungan kerja dan 

2.2 Belanja Barang dan Jasa 

a) Penggunaan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa untuk kebutuhan 

Pemerintah Kabupaten Malaka agar disesuaikan dengan Keputusan 

Bupati Malaka dan penetapan jumlah anggaran untuk belanja barang 

pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil . dengan 
• 

memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun 2017. 

b) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada 

jenis Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek dan rincian 

obyek belanja baru serta besarannya ditetapkan dengan keputusan kepala 

daerah. 

• c) 1Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan keburuhan 

inyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah 

s;~l!~ ·1~ }~Yl.\1~~~G :~i;~: ~.~:!ERLOMPM.N I Batat··· 'r.tt ,' •· 1 '[I[ 1. Berslfat Perorangan . · ·· ··' .~ · ngg 
- a. Juara I ·, . Keglatan 2.000.000 . b • Juara II I - . 

I 

Ju a ra 111 ~ Keglatan 1.000.000 c. ~ 

Bersifat Antar Sekolah I Kelompok Kegiatan 500.000 2. 
a. Juara I 

Keglatan 5.000.000 Juara II . b. - 
Keglatan 3.000.000 c. Juara Ill 
Ke· Iatan 1.500.000 ' 

,· ,. 
/ 

I~ 
I 

,• 
.. 

• 
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2.3 Belanja Modal · 
a) Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD 

Tahun Anggaran 2018 untuk pembangunan dan pengernbangan sarana 
dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar 
kepada masyarakat. 

b) Jumlah belanja modal yang dianggarkan pada Belanja Langsung 
disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. 

c) Apabila terdapat pekerjaan belanja modal yang telah ada ikatan · ·· - perJailJ1an 

• 

l •• . 

bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi dianggarkan 
pada jenis belanja barang dan jasa sesuai kode rekening berkenaan . 

- • • 

Penyelenggaraan mu t b . . , a an su . stansi, kompetensi narasumber, kualitas 
advokasi dan · 
guna efisiensi du ~ k .f .. · · n ere tl rtas penggunnan anggaran daerah serta tertib 
unggarnn dan nd111inistrnsi oleh penyelcnggara, 

f) Pendolnn1nn tugns/pengen1bnngnn kapasitas Pejabat Daerah dan Staf 

Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur Iainnya 

seperti tenaga ahl; yang pelaksanaannya kurang dari 30 (tiga puluh) jam 

pelajaran, dapat berupa bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, 

lokakarya, seminar atau sejenis lainnya difasilitasi dan dikoordinasikan 

oleh Kernenterian Dalam Negeri serta dapat bekerja sama dengan 

penyelenggara, 
g) Penganggaran belanja Perjalanan Dinas baik dalam wilayah Kabupaten .... 

Malaka maupun di luar wilayah Kabupaten Malaka (Ke Provinsi dan 

Keluar Provinsi) mengacu pada Peraturan Bupati Malaka Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malaka Nomor 26 Tahun 
. 

2014 tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Keluar Daerah Bagi 
·1 

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, 

Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Sipil Lainnya . 
• }:1) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, 

,,_ 

:1 hanya diperkenankan untuk penganggaran hadiah pada kegiatan yang 

• 

• 
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i 

~ . 
' , , 
r .· 

' 
' 

• • 
' 

. . 

e) Penganggaran Belanja Modal tidak hanya sebesar harga beli I bangunan 

aset tetap saja, tetapi harus ditambah dengan seluruh belanja-belanja 
ikutan lainnya yang terkait langsung dengan pengadaan/ pembangunan 

asset tetap sampai asset tersebut siap digunakan misalnya Jasa Konsultan 
· Perencanaan dan Pengawasan. 

f) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal asset tetap (biaya 
rehabilitasi/ renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal 

.. • 
kapitalisasi aset, dan dapat n1emperpanjang masa manfaat atau yang dapat 

memberikan manfaat ekonomi dirnasa yang akan datang dalarn bentuk 
peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan 

kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalarn 

Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nornr 71 Tahun 2010 

dan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, 

sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. 

• 

. No Jenis Pekerjaan Satuan Harga Satuan 
1 . Komputer PC 

Unit 8.000.000 2. Notebook I Laptop 
Unit 8.500.000 . - 3. Pri 11 ter . 

2.500.000 Unit 
4. Printer A3 Unit 7.500.000 

I 

• 

dilaksanakan pada akhir Tahun Anggaran 2017 dapat dilanjutkan pada 

Tahun Anggaran 2018 dalarn bentuk DPA-L SK.PD Tahun Anggaran 

2017 untuk dilakukan pcngesahannya sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan "aknn dianggarkan kernbali pada Perubahan 

APBD Tahun Anggar~n 2018. Apabila Pimpinan SKPD telah 

mcnyan1paikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non 

fisik maupun keuangan kepada Badan Keuangan Daerah · paling Iambat . 

pertengahan bulan Desember Tahun Anggaran 2018. 

d) Besaran pengadaan computer dan printer ditetapkan sebagai berikut : 

_.......- ,, 
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• 

• 

b) l)e11ctii1·,111 Da11,1 CucJa11gu11 

c) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 
d) . Penerimaan Pinjaman Daerah 
e) Penerimaan kembali pemberian pinjaman 
f) Penerlmaan Piutang Daerah 

3.2 Peageluaran Pernbiayaan dianggarkan untuk menampung : 
a) Pembentukan Da11a Cadangan ... 

b) Penyertaan Modal (lnvestasi) Pemerintah Daerah 
c) 'Pembayaran Pokok Utang 
d) .Pemberian Pinjaman Daerah ~ 

• 

Penerimaan Pembinyaa11 dianggarkan untuk menampung : 

) Sisa I . .cbih Perhitungan Anggaran sebelumnya (SiLPA) a • . 

3.1 
3. PEMBIAYAAN DAERAH. 

dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya. 

b) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, Pemerintah Daerah menetapkan 

Penerirnaan pernbiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber 

dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, 

pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, pi11ja111a11 daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundag-undangan. 

2.4 Surplus/Defisit APBD 

Surplus atau defisit APBD d I h 1. . 
a a a se isih antara anggaran pendapatan daerah 

. dengan anggaran belanja daerah. 

a) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk 

pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, 
. 

penyertaan modal (investasi) .daerah, pembentukan dana cadangan, 
. dan/atau pe1nberian pinjaman kepada pemerintah pusat/Pemerintah 

Daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jarninan sosial. 

Pendanaan belanja peningkatanjaminan sosial tersebut diwujudkan dalam 
~ 
• 

bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang 
. 

• 
• I 



• 

.. 

HAL-HAL KHUSUS LAINNYA 
h · b · Pengelolaan Keuangan SKPD sesewaktu dapat berubah 1. Besaran onoranum agi 

• 
mengikuti perubahan pagu anggaran definitif untuk belanja langsung. 

2. Untuk meningkatkan efektifitas penyusunan anggaran BOS Tahun Anggaran 2018, 
. ah daerah perlu memperhatikan bahwa Dana BOS yang bersumber dari APBN pernerint ~ 

. kk n bagi penyelenggaraar1 satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan khusus, diperuntu a · 
endidikan menengah sebagai pelaksanaan program wajib belajar. untuk Dana dan satuan P 

berumber dari APBD, penganggaranya dalam bentuk program dan kegiatan. BOS yang 
. BOS yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2018 yang dialokasikan pada BelanJa 

. tah Propinsi dianggarkan pada APBD Propinsi Tahun anggaran 2018 yang Pemer1n 
pelaksanaannya berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 

90311043/SJ tanggal 24 Februari 2017 ten tang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS 
Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri yang 
diselenggarakan pernerintah propinsi pada APBD : · 

a) Bagi Satuan Pcndidikan Mcncngah Ncgeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri 
• 

yang disclcnggnrnkun oleh Propinsi dianggarkan dalarn bentuk program dan kegiatan 
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v. 

4. RKA-SKPD harus dicantumkan secarajelas lokasi dari masing-masing kegiatan sehingga 
memudahkan pada saat dilakukan monitoring. 

5. Untuk kegiatan yang pendanaan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana 

Penyesuaian dan Otonomi Khusus, serta sumber pendanaan lainnya yang kegiatannya 
telah ditentukan, juga dicantumkan sumber pendanaannya. 

Peraturan 

1 . Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD Tnhun Anggaran 2018 rneliputi : 

Format RKA-SKPD dan RKA-PPKD tercantum dalam Lampiran XIV.a 
Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007. 

3. RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disarnpaikan kepada PPKD dalam rangkap I 

(satu) untuk diagendakan dnlam rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (T APD) 
bersama Kepala SKPD. 

2. 

JV. TEKNIS PENYUSUNAN RKA-SKPD 

Pembiayaan Netto merupak 1 ... 
. an se isih antara Pener1'maan p bi d P I . em rayaan engan enge uaran Pembiayaan da d' 

n tpergunakan untuk menutup defisit anggaran. 

3.3 



5 . • 

• 

' 

kegiatan. 
c) Ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD, atau dicantumkan 

dalam LRA, apabila pernerintah daerah telah menetapkan Perubahan APBD atau 

tidak melakukan Perubahan APBD. 

Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki sisa DAK Fisik pada bidang/sub bidang ) ang 
output kegiatannya belum tercapai, yaitu : 
a) 

34 

• 

. 

sedangkan BOP PAUD swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dianggarkan dalam 
• 

bentuk belanja Hibah. 

4. Program dan kegiatan yang biayai dari Da11a Alokasi Khusus (DAK) dan dana transfer 
lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan 

darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum 

dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah 

tentang Perubahan APBD dengan cara: • 

a) Menetapkan peraturan kepala daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD dan 

memberitahukan kepada Pimpinan APBD. 
b): Menyusun RK.A-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan 

. 

sed~ngkan bagi Sntuan Pendidikan Menengah Swasta dan Satuan Pendidikan K.husus 
' 

Swasta yang diselenggarakan oleh rnasyarakat dianggarkan dalam bentuk hibah. 
b) Bagi Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang diselenggarakan oleh pemerintah 

daerah dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan Dinas Pendidikan, 
Kebudayaan, Pernuda dun Olahraga., sedangkan bagi Satuan Pendidikan khusus 
swasta yang diselenggaraknr; oleh masynrakat dinnggarkan dalam bentuk hibah pada 
13t1du11 Kcunngan Ducrah, .., 

c) Bagi Satuan Pendidikan Dnsar Negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah 

dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, 

Pemuda dan Olahraga,, sedangkan Satuan Pendidikan Dasar Swasta yang 

diselenggarakan oleh masyarakat dianggarkan dalam bentuk hibah pada Badan 
Keuangan Daerah, 

· 3. Belanja Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) 

yang bersumber . dari DAI( Tahun Anggaran 2018 bagi PAUD Negeri yang, 

diselenggarakan Pemerintah Daerah dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan, 

• 

·r 
-, , 

• 
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. 

Tahun 2006, sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pe.aturan Menteri 
Dalnrn Ncgeri Nornor 21 Tahun 2011 dengun memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

ti) J>c11,I:111r1~111 kcgiatan l,111.it1tt111 r11e11ggt111aka11 Si LP A Tahun Anggaran 2016. 

b) Dituangkan ke dalam Dokt1111e11 Pelaksanaan Anggaran lanjutan SKPD (DP AL­ 

SK.PD) Tahun Anggaran 2017 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 
.... 

Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2016 dengan berpedoman pada 
format Lampiran B.III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nornor 21 tahun 2011. Dituangkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) Tahun Anggaran 2017 sesuai Dokumen Pelaksanaan 
. • 

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2016 
dengan berpedoman pada format Lampiran B.III Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 Dituangkan ke dalarn 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran lanjutan SKPD (DP AL-SKPD) Tahun Anggaran 
2017 sesuai Dokurnen Pel_aksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA­ 

SKPD) Tahun Anggaran 2016 dengan berpedornan pada format Lampiran B.III 
Peraturan :Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nornor 21 tahun 201 
. 

• 

\ .l 
• 

pencapaian output dengan menggtibakan petunjuk teknis pada saat output 
ke.giatannya belum tercapai, dan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 

dengan terlebih dahulu 1nelakukan perubahan atas peraturan Kepala Daerah tentang 
penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 sctelah dilaksanakannya audit oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD selanjutnya 
ditampu.ng dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018; 

I 

b) untuk sisa DAK Fisik lebih·,··dari I (satu) · tahun anggaran sebelumnya, digunakan 
, , 

untuk rp._endanai kegiatan DAI( Fisik pada bidang/sub bidang tertentu sesuai 
l • • • 

kebutuhan daerah dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berjalan, 
dan dianggarkan dalarn APBD Tahun Anggaran 2018. 

6. Penganggaran untuk pelaksanaan kegitan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun 
Anggaran 201 7 dengan rnenggunakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPD 

(DPAL-SKPD) mempedomani Pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 

• 

' 

' • 

• 



7. 

• 

rerscbut tidak sclcsui sesuui judwul yang ditctapkan dalam perjanjian pelaksanaan 

pckerjunn I kontrak, uklbat di luar kendali penyedia barang I jasa dan pengguna 

barang I jasa (force majeures. 

Dalam hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan 

pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan 

kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2018 sesuai kode rekening 
• 

· berkenaan. Tata cara penganggaran dimaksud terlebih dahulu rnelakukan perubahan atas ·, 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018, dan 
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• 

e) Penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjutan yang telah 

dituangkan dalarn DPAL-SKPD dirnaksud, agar ditampung kernbali di dalam 

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 pada anggaran belanja langsung SKPD 

berkenaan. 
f) Kegiatan yang dapat dibuatknn OPAL harus rnemenuhi kriteria bahwa kegiatan 

• - 

SP2D Tahun Anggarar12018 atas kegiatan yang bersangkutan; 
· 1 

Sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D Tahun Anggaran 

2018; 

SP2D yang belum diuangkan. 

- 

Apabila keterlarnbatan penyelesaian pekerjaan disebabkan kelalaian Penyedia 
• • ' 

Barang I Jasa atau Pengguna Barang I Jasa maka tidak dapat di-DPAL-kan, 

sehingga kegiatan yang belum dilaksanakan dianggarkan kembali sesuai 

ketentuan yang berlaku. 
Jwnlah anggaran yang disahkan dalam DP AL setelah terlebih dahulu dilakukan 

penguj in terhadap : 

• Sisa DPA--SKPD yang belurn diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan 
• 

- masing dilakukan sebagai berikut: 

Penelitian terhadap penyebab keterlarnbatan penyelesaian pekerjaan, sepanjang 

penyebabnya diluar keialaian Penyedia Barang I Jasa atau Pengguna Barang I 
. . ~ 

J asa, kegiatan terse but dapat di DP Al.-kan, 

c) DPAL-SKPD disahkan oleh PPKD sebagai dasar pelaksanaan anggaran dan dalam 

rangka penyelesaian pekerjnan sesuai kctcntuan peraturan perundang-undangan. 
. . 

d) Untuk penetapan jumlah anggaran Yang disahkan dalam DPAL-SKPD masing- 

,(<.., 
, .,, ' 



• 

• 

• 
I 

t . 

• 
' 

STEF ANUS ·BRIA SERAl"'I 
• 

• 

I 

' 

-SKPD) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Tahun Anggaran 2018. ~ 

Demikian Pedoman Penyusunan RKA-SKPD ini dibuat untuk dipedomani dalam rangka 

• 

dan tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 . 
• 

Daerah tentang Perubahan APBD Tnhun Anggaran 20 l 8. 

fekti_fitas tugas Forum Koordinnsi Pimpinan di Daerah (FORKOMPINDA) Provinsi, 

FORKOMPINDA Kabupaten, FOR.KOMPfNDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan 

Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pernerintahan umum yang menjadi kewenangan 

Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubcmur/Bupati/\X/alikota 

di wilayah kerja rnasing-masing. Pendanaan untuk FORKOMPIN'DA 
I ., 

Provinsi/Kabupaten/Kota/Keca1natan tersebut ·-bersumber dari dan atas beban APBD 

sesuai maksud pasal 9, Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

8. 

t . 
,, 

' 
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